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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi Pidana dan Tinda-
kan  dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia; dan ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di 
dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjuk-
kan bahwa implementasi sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan hukum 
pidana di Indonesia diatur pada UU No. 1 Tahun 1946 yaitu KUHP, UU No. 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlind-
ungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang 
narkotika serta RUU KUHP yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan 
di dalamnya. Dalam peraturan di dalam Undang-undang tersebut lebih dominan 
menerapkan sanksi pidana, berbeda dalam Undang-undang Pengadilan Anak lebih 
dominan menerapkan sanksi tindakan. Dalam RUU KUHP terdapat hal-hal baru 
dalam penerapan sanksinya dan lebih beragam. Dalam Ide dasar penerapan sanksi 
dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas terdapat konsep double track 
system, untuk menciptakan flesibelititas penerapan sanksi yang sesuai dengan tindak 
pidana yang diatur.

Abstract
This study is intended to analyze the criminal sanctions and measures in criminal law 
policy on regulatory legislation in force in Indonesia; and the basic idea of   the appli-
cation of criminal sanctions and penalties in the act of Legislation in Indonesia. The 
results shows that the implementation of sanctions measures and criminal sanctions 
in criminal law policy in Indonesia is set to the Law no. 1 In 1946 the Penal Code, 
Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Court, Law no. 32 of 2009 on the Protection and 
Environmental Management and Law. 35 Year 2009 on narcotics and Draft Criminal 
Code that applies criminal penalties and sanctions action in it. The regulations in the 
Act to apply criminal sanctions are more dominant, in contrast to the Juvenile Court 
Act is more dominant action to impose sanctions. Criminal Code contained in the 
bill of new things in the application of sanctions and more diverse. The basic idea of   
the imposition of sanctions in the legislation mentioned above there is the concept 
of double track system, to create flesibelititas application of sanctions in accordance 
with the stipulated offense.
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1. Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pida-
na  yang dikenal dengan KUHP merupakan 
suatu aturan kodifikasi dalam hukum pida-
na yang seharusnya memuat semua aturan 
tindak pidana di dalamnya, akan tetapi hal 
itu tidak mungkin karena seiring dengan per-
kemangan jaman akan timbul perbuatan-
perbuatan (tindak pidana) baru yang belum 
diatur dalam KUHP. Maka diciptakanlah oleh 
penguasa berbagai peraturan perundang-
undangan yang di dalamnya memuat tindak 
pidana baru yang belum diatur dalam KUHP. 
Dalam perkembangan hukum pidana dewa-
sa ini di Indonesia, terutama dalam Undang-
undang  Pidana Khusus atau Perundang-un-
dangan pidana di luar Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP), terdapat suatu ke-
cenderungan menerapkan sistem dua jalur 
dalam stelsel sanksinya. Dalam KUHP sendiri 
juga menerapkan sistem dua jalur dalam stel-
sel sanksinya, hal ini tercantum dalam pasal 
10 KUHP yang memuat sanksi Pidana yang 
terdiri dari pidana pokok dan pidana tamba-
han dan Pasal 44 KUHP yang memuat sank-
si tindakan berupa perawatan dirumah sakit 
jiwa bagi orang yang tidak mampu bertang-
gungjawab atas tindak pidana yang dilakukan 
karena terganggu jiwanya. Dalam hal penera-
pan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, 
Indonesia menganut sistem dua jalur dalam 
pemidanaan (double track system), yaitu di 
samping pembuat tindak pidana dapat dija-
tuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai 
tindakan. Dalam Konsep KUHP  pengenaan 
sanksi tindakan bukan hanya untuk orang 
yang tidak mampu bertanggungjawab karena 
gangguan jiwa, melainkan orang yang mam-
pu bertanggungjawab juga dapat dikenakan 
sanksi tindakan. Penerapan “sistem dua ja-
lur” dalam peraturan perundang-undangan 
di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi 
pidana saja selama ini dianggap belum efek-
tif dalam menanggulangi tindak pidana yang 
terjadi di Indonesia. Adapun perumusan ma-
salah dalam penelitian hukum ini adalah: 1. 
bagaimana pengaturan sanksi Pidana dan 
Tindakan  dalam kebijakan hukum pidana 
pada peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia?; 2. bagaimana ide das-

ar penerapan sanksi pidana dan sanksi tinda-
kan di dalam peraturan Perundang-undan-
gan  pidana di Indonesia?.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergu-
nakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis 
normatif adalah suatu prosedur penelitian il-
miah untuk menemukan kebenaran berdas-
arkan logika keilmuan hukum dari sisi norma-
tifnya. Jenis Data yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang akan digu-
nakan sebagai sumber di dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian 
ini, menggunakan analisis deskriptif. Analisis 
deskriptif digunakan untuk menggambar-
kan mengenai penerapan sanksi pidana dan 
sanksi tindakan yang terdapat dalam KUHP 
dan peraturan perundang-undangan di luar 
KUHP yang berlaku di Indonesia yaitu Un-
dang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per-
lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hi-
dup serta Konsep KUHP Tahun 2008 dalam 
rangka untuk menanggulangi tindak pidana 
yang terjadi di Indonesia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pengaturan Sanksi Pidana dan Sanksi 
Tindakan 

Pengaturan sanksi pidana dan sanksi 
tindakan terdapat dalam peraturan perun-
dang-undangan di Indonesia yaitu di da-
lam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindun-
gan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Ten-
tang Narkotika serta di dalam Rancangan Un-
dang-undang KUHP (RUU KUHP) yang biasa 
disebut dengan Konsep KUHP. Dalam KUHP 
Pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 
10 KUHP yang meliputi pidana pokok dan 
pidana tambahan. Pidana pokok berupa pi-
dana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 
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pidana denda dan pidana tutupan, Pidana 
tambahan berpa pencabutan hak-hak terten-
tu, perampasan barang-barang tertentu dan 
pengumuman putusan hakim. Sedangkan 
Sanksi tindakan diatur dalam pasal 44 KUHP 
yang hanya bisa dikenakan untuk orang yang 
tidak mampu bertanggung jawab karena ca-
cat jiwanya dan dikenakan tindakan berupa 
dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Pengaturan sanksi pidana dan sanksi 
tindakan dalam peraturan perundang-un-
dangan di luar KUHP diantaranya  Dalam 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 men-
ganut double track system dalam stelsel sank-
sinya, dimana dalam Pasal 22 UU Pengadi-
lan Anak disebutkan bahwa  Terhadap anak 
nakal hanya dijatuhkan pidana atau tindakan 
yang ditentukan dalam undang-undang ini. 

Undang-undang pengadilan anak 
mengenal konsep double track system dalam 
stelsel sanksinya, dimana sanksi pidana dia-
tur dalam pasal 23 UU Pengadilan anak yang 
meliputi pidana penjara, pidana kurungan 
dan pidana denda serta Pidana Pengawasan 
untuk pidana tambahan terhadap anak na-
kal dapat juga dijatuhkan berupa perampa-
san barang-barang tertentu atau pembaya-
ran ganti rugi. Untuk anak tidak ada pidana 
mati dan pidana seumur hidup. Sedangkan 
sanksi tindakan untuk anak nakal yang me-
lakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 24 
Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pengadilan Anak 
yaitu berupa mengembalikan kepada orang 
tua,wali atau orang tua asuh, menyerahkan 
kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan da-
pat disertai dengan teguran dan syarat tam-
bahan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam 
UU Pengadilan anak lebih mengutamakan 
penerapan sanksi tindakakan yang dijatuh-
kan untuk anak nakal yang melakukan tin-
dak pidana. Dalam undang-undang Nomor 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut 
double track system dalam stelsel sanksinya.
Pasal yang mengatur sanksi pidana untuk tin-
dak pidana lingkungan diatur dalam Pasal 98 
sampai dengan Pasal 118 Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa 
pidana penjara, pidana kurungan dan pida-

na denda. Sedangkan Pengaturan mengenai 
sanksi tindakan diatur dalam Pasal 119 Un-
dang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang berupa perampasan keuntungan 
yang diperoleh dari tindak pidana, penutu-
pan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/
atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pida-
na, pewajiban mengerjakan apa yang dilalai-
kan tanpa hak; dan/atau penempatan perus-
ahaan dibawah pengampuan paling lama 3 
(tiga) tahun. 

Dalam Undang-undang Lingkungan 
tersebut lebih banyak mengatur tentang 
penerapan sanksi pidana untuk mengatasi 
tindak pidana lingkungan dan memposisi-
kan sanksi tindakan hanya sedikit dalam satu 
Pasal yaitu Pasal 119 Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingku-ngan Hidup. 

Dalam Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menga-
nut double track system dalam stelsel sank-
sinya. Hal tersebut diketahui karena dalam 
Undang-undang Narkotika me-ngatur dua 
sanksi sekaligus yaitu sanksi pidana dan sank-
si tindakan di dalamnya. Sanksi Pidana untuk 
tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 
111 sampai dengan Pasal 144 dan 147 UU 
Narkotika yang meliputi pidana mati, pidana 
penjara, pidana kurungan dan pidana denda. 
Sedangkan sanksi tindakan dalam UU Nar-
kotika yaitu Rehabilitasi yang diatur dalam 
Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UU 
Narkotika. Dalam undang-undang Narkotika 
lebih mempertegas penerapan sanksi untuk 
tindak pidana narkotika, baik berupa sanksi 
pidana maupun sanksi tindakan berupa reha-
bilitasi karena semakin meningkatnya kasus 
tindak pidana narkotika yang terjadi di Indo-
nesia, maka penerapan sanksinya pun harus 
dipertegas. 

Dalam RUU KUHP juga menganut 
double track system dalam stelsel sanksinya. 
Hal itu diketahui dari pejelasan Pasal 101 
RUU KUHP yang mengatakan bahwa dalam 
undang-undang ini menganut double track 
system. Dalam RUU KUHP lebih memperte-
gas batasan antara sanksi pidana dan sanksi 
tindakan dalam penerapannya. Pengaturan 
mengenai sanksi dalam Konsep KUHP diatur 



Pandecta. Volume 6. Nomor 1. Januari 2011

82
 

dalam Pasal 65 Konsep KUHP yang mengatur 
tentang pidana pokok berupa pidana penja-
ra, pidana pengawasan, pidana denda, ganti 
rugi, pidana kerja sosial.

b. Ide Dasar Penerapan Sanksi Pidana 
dan Sanksi Tindakan

Konsep ide dasar yang dipakai dalam 
studi ini adalah gagasan tentang suatu obyek 
atau fenomena tertentu yang bersifat men-
dasar, yang dijadikan patokan atau orientasi 
sudut pandang. Ide dasar merupakan pan-
dangan dunia yang diyakini dan menentukan 
cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia 
berfungsi sebagai the central cognitive resour-
ce yang menentukan rasionalitas suatu feno-
mena, baik tentang apa yang menjadi pokok 
persoalan maupun cara melihat dan menje-
laskan fenomena itu. (Sholehuddin 2003:23)

Oleh karena itu berbicara tentang ide 
dasar double track system, namun dilihat 
dari latar belakan kemunculannya dapat di-
simpulkan bahwa ide dasar system tersebut 
adalah kesetaraan antara sanksi pidana de-
gan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat 
ditelusuri lewat perkembangan system sanksi 
hukum pidana.  Ide dasar Penerapan sanksi 
dalam peraturan perundang-undangan di In-
donesia mempunyai tujuan yang hendak di-
capai dengan diterapannya sanksi dan setiap 
peraturan perundang-undangan mempunyai 
tujuan yang berbeda-beda dengan penera-
pan sanksi tersebut. Hal itu karena berdas-
arkan tindak pidana yang diatur dalam suatu 
perundang-undangan berbeda-beda. Berikut 
penulis uraikan ide dasar penerapan sanksi 
pidana dan sanksi tindakan di dalam peratu-
ran perundang-undangan di Indonesia.

Ide dasar tentang penerapan sanksi 
pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pen-
gadilan Anak bisa kita ketahui dari naskah 
akademik Undang-undang tersebut. Berdas-
arkan pada sinopsis dari naskah akademik 
Undang-undang Pengadilan anak yang diter-
bitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradi-
lan M.A R.I Tahun 2005 yang menyebutkan 
latar belakang dibentuknya Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
anak. diciptakannya UU Pengadilan anak 
yang mengatur tentang anak nakal yang 

melakukan tindak pidana memperhatikan 
tentang penerapan sanksi yang sesuai den-
gan psikologi anak yang melakukan tindak 
pidana yaitu lebih mengutamakan penera-
pan sanksi tindakan untuk anak nakal yang 
melakukan tindak pidana karena dianggap 
penerapan sanksi tindakan merupakan sank-
si yang sesuai dikenakan pada anak nakal 
yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut 
dipertegas dengan pandangan yang dikemu-
kakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagai-
mana dikutip dalam bukunya Setya Wahyudi 
dalam bukunya yang berjudul “Implementasi 
Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Pe-
radilan PidanaAnak Di Indonesia” yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa: “antara apa 
yang disebut sebagai perumusan kebijakan 
dan implementasi kebijakan tidak dianggap 
sebagai suatu hal yang terpisah. Keberhasi-
lan mewujudkan hasil akhir yang diinginkan 
akan semakin besar jika sejak dalam tahap 
merancang bangun kebijakan (the policy de-
sign state) telah dipikirkan masak-masak ten-
tang berbagai kendala yang mungkin mun-
cul pada saat implementasinya” (Wahyudi, 
2011:13)

Dari pernyataan di atas, dikatakan 
bahwa Ide dasar pembentukan sebuah un-
dang-undang akan mempengaruhi dan me-
nentukan hasil akhir dari tujuan dibuatnya 
Undang-undang tersebut. Begitu juga dalam 
hal penerapan sanksi dalam Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak yang menerapkan sanksi pidana dan 
sanksi tindakan sekaligus yang diatur dalam 
Pasal 22 UU Pengadilan anak memiliki tu-
juan dari penerapan sanksi tersebut, yaitu 
dengan adanya konsep double track system 
di dalam Undang-undang tersebut, Hakim 
mempunyai flesibelitas dalam hal menentu-
kan penjatuhan sanksi dalam perkara pidana 
yang dilakukan oleh anak menyasuaikan ke-
salahan dan usia anak yang melakukan tin-
dak pidana.

Ide dasar tentang penerapan sanksi 
pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Per-
lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hi-
dup bisa kita ketahui dari naskah akademik 
Undang-undang tersebut. Berdasarkan pada 
sinopsis dari naskah akademik Undang-un-
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dang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkun-
gan Hidup yang diterbitkan oleh Puslitbang 
Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2006 
yang menyebutkan latar belakang dibentuk-
nya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup. ide dasar penerapan sanksi 
pidana dan tindakan dalam Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan lingkungan hidup karena 
lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk 
hidup terutama manusia yang mempunyai 
lebih banyak kepentingan dengan lingkungan 
perlu diatur mengenai penggunaan lingkun-
gan agar lingkungan tidak dieksploitasi ber-
lebihan sehingga dapat merusak lingkungan 
dan nantinya akan merugikan manusia itu 
sendiri. Maka dari itu, dirapkannya konsep 
double track system dalam Undang-undang 
teresebut yaitu penerapan sanksi pidana 
yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 
Pasal 118 UUPLH berupa pidana penjara, 
kurungan, dan denda untuk setiap orang 
atau badan usaha yang melakukan tindak 
pidana lingkungan. Sanksi tindakan dalam 
Undang-undang Perlindungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hidup di atur dalam Pasal 
119 UUPLH berupa perampasan keuntun-perampasan keuntun-
gan yang diperoleh dari tindak pidana, pe-
nutupan seluruh atau sebagian tempat usaha 
dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak 
pidana, pewajiban mengerjakan apa yang 
dilalaikan tanpa hak; dan/atau, penempatan 
perusahaan di bawah pengampuan paling 
lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan sinopsis naskah akademik 
dan penjelasan umum UUPLH dapat dite-
gaskan bahwa Ide dasar double track system 
yaitu penerapan sanksi pidana dan sanksi 
tindakan dalam UUPLH karena masalah ling-
kungan merupakan masalah yang kompleks, 
yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan 
memberikan sanksi pidana saja yang berupa 
pidana penjara, kurungan dan denda. Akan 
tetapi perlu juga dikenakan sanksi tindakan 
terutama bagi korporasi yang melakukan 
tindak pidana lingkungan seperti pencema-
ran masalnya, korporasi tersebut juga harus 
memperbaiki lingkungan yang dicemarinya 
tersebut sampai lingkungan tersebut pulih 
kembali dan bebas dari pencemaran.Dalam 

hal penerapan sanksi untuk tindak pidana 
lingkungan, lebih efektif memberikan sanksi 
tindakan karena sanksi tindakan yang dite-
rapkan lebih dianggap bisa memberikan rasa 
adil bagi masyarakat dan lingkungan yang 
menjadi obyek tindak pidana lingkungan.

Ide dasar tentang penerapan sanksi 
pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika bisa kita ketahui dari naskah aka-
demik Undang-undang tersebut. Berdas-
arkan pada sinopsis dari naskah akademik 
Undang-undang Narkotika yang diterbitkan 
oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A 
R.I Tahun 2005 yang menyebutkan latar be-
lakang dibentuknya Undang-undang Nar-
kotika. Lahirnya Undang-undang Narkotika 
menyebabkan kriminalisasi terhadap peny-
alahgunaan narkoba. Ketentuan pidana pada 
Undang-undang narkotika diatur dalam Pasal 
78 sampai dengan Pasal 99. Pengelompokan 
kejahatan pada Undang-undang Narkotika 
menyangkut produksi, peredaran, pengu-
asaan, penggunaan dan kejahatan lain misal-
nya menyangkut pengobatan dan pemus-
nahan. Baik Undang-undang Psikotropika 
maupun Undang-undang Narkotika menga-
manatkan kewajiban untuk menjalani pera-
watan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi 
pengguna yang mengalami kecanduan, dia-
tur dalam pasal 45 sebagai bentuk dari sanksi 
tindakan yaitu rehabilitasi.

Berdasarkan Sinopsis naskah akade-
mik dan Penjelasan Umum Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 
Ide dasar double track system yaitu penera-
pan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam 
Undang-undang Narkotika itu diperlukan 
untuk menanggulangi kejahatan Narkotika. 
Dalam Undang-undang Narkotika Sanksi pi-
dana dibuat sangat berat untuk menanggu-
langi tindak pidana narkotika yang semakin 
hari semakin bertambah luas, supaya orang 
benar-benar takut untuk melakukan tindak 
pidana narkotika dan mengerti akan bahaya 
narkotika bagi kehidupan bangsa. Selain itu 
juga ada rehabilitasi yang di atur dalam Bab 
XI tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 
53 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika di-
maksudkan agar orang yang terkena narkoti-
ka baik itu pecandu, korban maupun penge-
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dar yang mengalami ketergantngan de-ngan 
Narkotika bisa benar-benar sembuh dari 
ketergantungan Narkotika dan bisa kembali 
lagi ke masyarakat yang bebas dari pengaruh 
Narkotika.

4. Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari 
pembahasan di atas adalah: Pertama, Konsep 
double track system yaitu penerapan sanksi 
pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang 
sejajar selama ini belum efektif diterapkan. 
Dari peraturan perundang-undangan yang 
di teliti yaitu sebanyak 18 Peraturan Perun-
dang-undangan di Indonesia termasuk Kon-
sep KUHP, tidak ada satu pun  di dalam pe-
raturan perundang-undangan tersebut yang 
tidak menganut sanksi pidana di dalamnya, 
akan tetapi hanya sedikit yang lebih tegas 
menerapkan sanksi tindakan di dalam pera-
turan perundang-undangan. Dari peraturan 
perundang-undangan yang diteliti hanya Un-
dang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak yang lebih memprioritaskan 
sanksi tindakan dalam penerapan sanksinya 
kepada anak nakal yang melakukan tindak 
pidana. Selain Undang-undang tersebut, 
peraturan perundang-undangan lain masih 
mengutamakan menerapkan sanksi pidana 
dalam peraturan perundang-undangan. 

Kedua, Ide dasar penerapan sanksi pi-
dana dan sanksi tindakan di dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia sangat di-
perlukan karena lahirnya suatu Undang-un-
dang itu berdasarkan Ide dasar, karena Un-
dang-undang yang diciptakan mempunyai 
tujuan yang hendak dicapai. Dalam Undang-
undang Pengadilan Anak lebih mengutama-
kan penerapan sanksi tindakan bagi anak 
nakal yang melakukan tindak pidana karena 
berhubungan dengan Psikologis anak yang 
walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana 
tetap saja anak yang perlu dilindungi dan le-
bih diperhatikan tentang hak-haknya. Dalam 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Ten-
tang Perlindungan Lingkungan Hidup men-
ganut double track system dalam penerapan 
sanksinya karena dengan penerapan sanksi 
pidana saja tidak bisa menyelesaikan perma-
salahan lingkungan yang terjadi. Dalam ka-

sus lingkungan, terutama pencemaran perlu 
adanya recovery kerusakan lingkungan yang 
ditimbulkan oleh korporasi agar lingkungan 
tersebut pulih dari kerusakannya. Dalam 
Undang-undang Narkotika juga menganut 
double track system dalam penerapan sank-
sinya dan lebih tegas dan berat dalam penja-
tuhan sanksi pidananya bertujuan agar orang 
tidak akan melakukan tindak pidana Narkoti-
ka dan agar orang jera dan tidak mengulangi 
perbuatannya lagi, di samping itu penerapan 
sanksi tindakan berupa rehabilitasi bertujuan 
supaya orang yang sudah terjerumus dengan 
Narkotika bisa disembuhkan dari ketergan-
tungannya terhapap Narkotika sehingga da-
pat diterima kembali dima-syarakat.
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